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PARTAL Amanat Nasicnal (PAN)
memberikan eguran kepada
Wakil Sekjen PAN Rosaline
[renc Rumaseuw yang mengu-
slulkan pengadaan rumah sakit
(R5) khusus pejabat negara.
“DIPPPAN telah memberikan
teguran kepada dokter Rosaling
atas pernyataannya yang ber
sifat pribadi di acara webinar
tentang perfunya rumah sakit
khusus pejabar,” kata Wakil
Ketua Umum (Waketum) PAN
Viva Yoga Mauladi kepada
Meilcom.id, kemarin
Vivamenegaskan pernyatzan
Rosaline merupakin pendapat
pribadi, Usul ity dinilai atas
dasar perasaan sedih, PAN me-
nilai usul Rosaline tak tepat dan
bertentangan dengan Pasal 26H

Usul Kader PAN
Menyakiti Perasaan Publik

LT 1945, yang menyatakan &-
fiap orang bechak memperoleh
pelayanan kesehatan.

Senadadengannya, Wasekjen
DFP PAN Irvan Herman me
ngatakan pernyataan Rosaline
merupakan sikap pribadi dan
Iikan sikap partal, “Kami juga
kaget tiba-tiba yang bersang
kutan mengusulkan rumah
sakir khusus pejabat. [0 usul
perasaan Rosaline karend
John Mirin, anggota Fraksi
PAN DPR R1, (mendapatkan)
penanganan yang terlambat di
rumah sakit, akhirnya wafat,"
katanya,

[rvan menjelaskan sikap PAN
menghadapi pandemi covid-19
jelas dan terang, vakni seluruh
kader PAN harus turan lang-

sung membantu rakyat yang
kesusahan. “Justru usul PAN
adalah bagaimana caranya
rakyat dapar fasilitas rumah
sakit kelas pejabat. Jangan
membeda-bedakan fasilitas
kesehatan,” lanjutnya,

D tempat terpisal, Wakil
Ketua Fraksi Nasdem Willy
Adirya menekankan DPR harus
mendukung langkah pemerin
tah mengendalikan daju penu-
laran covid-19. “Usul yang di-
sampaikan urtik membangun
RS khusus bagi pejabat negara
saya kira berlebihan dan akan
menyakiti perasaan publik,
Bukan saat inj mengusulkan
hal yang justru membangun
jurang pemisah,” ungkapnya,

Menurat Willy, ada banyak

cara agar masyarakat termasuk
anggnta DPR rerlindungl dari
pandemi, selain menuntut
pendirian RS ekskiusif,

I sisi lain. anggota Komisi
[X DFR RI Rahmad Ilandoyo
meminta semua pihak fokus
membantu pemerintah dan
jangan berkomentar kon:
traproduktt.

Sementara itu, Wakil Ketua
Umum PPP Arsul Sani me
negaskan yang dibutuhkan
[ndonesia saat ind ialah pe-
nambahan kapasitas tempat
tidur rumah sakit (RS). Dia
menilal usul RS khusus bagi
pejabat diskriminatif, Usul it
dianggap bertentangan de-
ngan milai-nilai Pancasiia dan
UUD 1943, (3ru/Cah/P-3)
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